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. Abstract
The reformaiio that is tolledon in the niddle of
ay 1998 is a de and that a.cfu ge in the ryality of
bureaucracy senice is needed by lhe sociely- Il b a facl
th.tt the bureallcracy Jails, it is fill of cottuption, fort al
and other negalive senses.
- 
The internal faclots that contribule in
bu reau c r acy refor m a I ion are gl o b a I i z a t i on ond f ee lr a.I e'
the tlewlopmerlt of teclmologl and human rights. I.lP
rcfomation is slill in lhe sut:fdce le|el, it nAans lhe cha ge
is only in polilical problems, not in bweaucra.y. In lhis
case lhe man ofle ersfrorfifiance slates thal bureaucraql
is a'dult donkzy that will o l! neglect the society. It is the
strengt h of t ad i ti on al cu I tur e.
There is nol a modem bureaucracy lhat makes
efrciency, efectiviy and rationality as o priority lJ the
nalio will overcotue these problems, a reformatio is
really ne"ded. The ideal nono oJ bureaucrary is "Siving
gooil senicefor prosperity oflhe sociery" it m sl become
lhe main reJerence.
Kqryords : Reformation, Satisfaction ofthe society.
PENDAHT'LU, AN
Semenjak rcformasi digulirkan pedengahatr Mei 1998,
tunfirtar terhadap bilokasi yang tanggap dikemukakan berbagai
kalangan. Birokasi yang.demikian dicirikan oleh kecepatan dalam
pelayanar telhadap masyarakat, tidak berbelit-belit tanpa unsur-
unsur korupsi yaog selama ini menjadi idiom utama. Mainstream
pembenahan birokrasi dise5abkan oleh lemahnya birokrasi dalam
mengantisipasi perubahan daa tuntutanj aman yang terus berubah dan
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perlu berbenah. Cugalan terhadap birokrasi sebaeai birokrasi we.otambal berbelit penutr KI(N. sepeninya selal; dihnssaoi i;;:katangan tDterrral birokrar_ dan kritik bertubi_rubi aui-tutal1gal1
masyalakat banya dip and^ng .,anjihg menggonggong kartlah tetapbe a l u ".. 
.Tidaktah mengherankan. OiroLur'i- yu]lg "1"'tJ-l-i




Thoha ( l9s2) menggambarkan suasana kebarinan kotrtrak1if
_Ift_dengan metruliskan kondisi nl am birokrasi sebagai boros. gagalpenun konrpsl. tutl:.fbnnal. kampungar dan reatrjl Seaanlf<L
kondtsr;,aDg menjadi kerinduan sebagian besar masyarakar. biroLasi
narus ettsteL€lektil. bersih. responsive. akunlabel. professional danproaktif.
, 
iY berha.d3pt dengan birokmsi. baik datam urusan yangkecrt-kecrt sepeni KTp. SlM. surar_surat pemikahan. rakl.ar ielii'
sula, menyiapkan sejumlai uang ug- p"iuyurr* ,*1udi i*"*.
.tldlktt lengherankan- jika kemudian. korupsi daiam rububblrckasi demikian parahnya menjangkau hampir disemua level.Sebagai bagian dari relormasi birokasi dianraranya adalJ
memperbar'ki kinerja birokasi agar pela) anan yang diberii<an kepada
masyarakat dapar bet'alar dengan maksimal. padi saat yang sama,dengan pelayanan berkualiras masyarakat dapat meisakan
maafaamya.
, 
Masih menurul Thoha {t9q2} kondjsi nyau birokrasi kjraboros..gagal.l.orup. htli. lormal. kampungan dan reakril. Sementara
nampan brokmsr sebagai efisien. elektiriras. bersill. responsi\e.
akuntabel. prolessional dan- proakrif. pada umufinya 
"r t"r"k;;menitar negarif rErhadap kinerja birokasi pemeri;hh. s;hinasa
::"lg u91 ungkapan langan sekali-kali kila be.rrusan d.niinbrrokrasi. kalaupun harus benirusan dengannya maka iakukan-lah
sesedikir. Jnungkin-'. Birokrasi sering dinilai- sebagai tidak ;dal
rarnah.. ridak 
_ada kepastiarr. menguramat<ar forma'iiras- ruininral
f93aaa Usit kerja yang esensial. sombong. dan cuek. pendeknya.
trr roLmsi dicap mala duiran dan selalu menunrur rersedianva uans iikaingin pelayaaan yang serba cepat. airot<rasi pada rnasa i;i d-"iil
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tidak berorieltasi pada konsumen dan kepuasan pelanggan,
melainkan melayani kepentingan penguasa.
Di sisi sejarah perkembangan birckrasi di Indonesia,
rendahnya kinerja birokasi bias dipahami dari latar belakang dan
tujuan pembentukan birokasi baik di zaman kemjaa-n. penjajahan
dao Orde Baru. Birokasi dalam .zaman kerajaan dibentuk untuk
melayani kebutuhan raja dan keluargany4 abdi raja- bukan untuk
melayani irasyarakat, bukan abdi Jakyat atau meryejahterakan
iakyat. Birokrasi di zaman kolonial, malah memperoleh penguatan,
karena pemerintah kolonial menggunakan birokasi sebagai alat
untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingannya
mempermudatr pengontrolan negara jajahan dan masyarakatnya.
Birokrasi di era Orde Baru sampai Orde Reformasi, masih
beroriefltasi kepada penguasa, mempersepsikan diri sebagai
penguasa daripada sebagai abdi dan pelayan masyarakat. Ada nilai-
nilai culhrral yang belum ditransformasikan. Mae,ih ada culttre of
rzliag bukanbudaya melayani.
Bagi Mbx Weber, birokrasi merupakar bentuk yang paling
rasional. Weber menunj ukkan karakter birokrasi sebagai berikut :
. Sistem kewenangan yang hierarkhis;Pembagian kerja yang
sistematis;
. Spesifikasitugas l angjelas:
o Kode etik disiplin dan prosedur yangj elas dan sistematis;
. Kontrol operasi melalui sistem atuan yang berlaku secara
' lonsistdn:
r Aplikasi kaidah-kaidah umum ke hal-hal spesifik dengan
. koDsiste+i
r Seleksi pegawai didasarkan pada kualifikasi standar yang
obyektif;




Birokasi sering dipandang dalam riga perspektif. perspektif
pertarna_m:Tanda4g birokrasi sebagai organisme yang b;rsifat
umurn. Definisi biro}.rasi dalarn organisasi publiJ< dL organisasipflvat. wajaupun Weber lebih banyatr berbicara mengenai birokrasipublik. Perspek Lr'f ked ua. birokrasi mengalami penyJtpita-o ma_kna
sebagai terminologi yang menurjuk pad; satu tiaaag tertentu daam
administrasi \egatu (the stqte administration). pirspektif ketiga
birokasi diartikan sebagai personel yang reup pemerimahan dalai
haf ini pegawai negeri. Pada adminisrasi tin gkalbawah (steet level
bure aucrats) kektzsaan negara termarifestasi secara jeias melalui
persenruhan langsung dengan warga mas; arakar. Dalam birokasi
ti ngkat bawah in ilah ki taj um pai warak asli keklasaan negara.
Birckrasi didefrnisikan Osbome dan plastrik (li9Z) sebagai
sekrrmpulantugas danj abatan yang terorganisasi secara formal, yairg
saling berhubungan dalarn jenj ang yang kompleks di bawah pembual
tugas atau peran formal. Sedangkaa Meehan mendefinisikan
birokr-asi 
. 
se baga i sekelompok orang-orang yang lerorganisir yang
menjalankan tugas mereka menutut atuan-atuan aan proseaur yan!
telah ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan j abitan dan b;k;
orang. Agak berbeda dehnisian oleh Lance Castles dalam Mas'oed
( lg94) sebagai omng-orang bergajiyang menjaJankan firngsi-firngsi
pemerintaban. Caslles juga tidal memberikan latasan yang regas
antara sipil danhiliter.
La Palombara (1967) mengartikan birokrasi sebagai birckat
yang menjadi perhatian - utama umunnya adalah mireka yang
menempari peian manajerial. yalg berkapasiras membe;t<an
nenltan dl badan ringkar pusar maupun lokal- yang dalam
terminologi administrasi negara umumnya digambjkan sebagai
T*Ti"-:^"-1il4uj rnenengah maupun tingkat atas. Hague, Harr6p,Bresliq 
_l 
998 birolcasi diartikan sebagai organisasi yang terail aari
aparat bergaji yang melaksanakan detail tug;s pemerintah,
memberikan nasehat dan melakdanakan keputusan libij ai<an. Sedang
Islamy (1984) birokasi di dalam konsep sosial digumkan untui
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me[ggambarkan pengaturan / pemedntah yang dilakukan oleh
pejabat yang tidak dipilih, mesin administrasi kerja pemerinrah, dan
bentuk organisasi rasional.
Betham fakror berpengaruh pada tuntutao mereformasi
birokrasi, antara lain globalisasi dan perdagangan bebas,
perkembangan teknologi,. gerakan refomasi, dilaksanakannya
otonomi daerah semua menunfut pembaharuan birokrasi- Reformasi
adrdnistrasi dideftrisikan Quah lebagai proses yang sengaja
dilakukan untuk merubah struhtw, prosedul, sikap dan perilaku
birokrat publik dalarn rangka meningka&an efektivitas gura
mencapai qjuan pembangunan lasional. Sedangkan menurut
Samonte dan Hahn Been Lee pembaruan yang sengaj a dilakukan agar
sisem administrasi publik dapat menjadi agen perubahan sosial dan
ir$tnmen ya[g baik dalam menciptakan persamaan politil keadilan
sosial dan pertumbuhan- Khan mengartikan rangkaian usaha yang
sengaja dila,kukan agar menghasilkan perubahan-perubahan berbagai
kebiasaan, perilaku. strultur yang telah mapan. Sedangkan cakupan
reformasi birokrasi (Thoha, 1 994) meliputi :
a- Menurut Esman dan Montgomery perbaikan sisem administrasi,
penciptaan struktur dan prosedur partisipasi publik.
b. Saxena, perbaikan bidang teknis, prosedul, struktur dan tingkah
laku.
c. Iglesias. perbaikar m€liputi stuktur, kebijakan, teknologis dan
d. Gusman dan Reforma meliputi sistem pelayanan publik yang
mantaP.
e. Hahn Been Lee perbaikan stuktur dan perilaku individu.
f. Suk Choon Choo perubahan perilaku dan perfolman
administrasi-
g. Sedangkan Caiden dan Siendentop manajemen pemerintahan
dan efisiensi tujuan.
Tujuan Reformasi Birokragi-
t4d Paq@ htu 6tdld.)
Menurut Caiden meliputi penyempumaar administrasi dan
w a M a rt r4h.i-.N7: z.tr.
mengoltati penyakit administrasi. Mosher melalmkan perubaianinovarif rerhadap kebijakan publi(. r.rrlogt u*an if.niulil.
aomtrustrast. meningka*an kualitas persooel, melalnrkan antisinasi
rerbadap knl. < dan keluhan pihak luar. Sedang menurut Ablreva
tujuan berbu-ka (elisiensi. ekonomis, peningJ<u,un p.f uyr",", rnut-*
llgl"f' d-,n.o19aur yang ramping;. Tujuan rerselubung yaloriluJuan- yang bersilat politis. Dror mengemukakar reionnasi
administasi sebagai efisiensi administrisi, 
-";g;;;;;;;desentralisasi dan demokasi.
.. .. 
Reformasi yang terjadi baru tatanan permukaan di bidangpolitik. retapi belurn menyennri soal urananl birokrasi. Bbokasl
masrh lekat^dengan pertemanan. kekeluargaan. afi Iiasi pol i tik, enris
Oao aga-ma. Perekiutanjuga tak memperhatikan man powet plannins.
ftrala-n 
.drnar aatkan sebagai sumber korupsi. lemahnya kar_riiprolessronal. tak sesuar' dengan keaiJiannya. Dewi Fornlna (2002)
mengu-oglap babwa di lndonesia aparat pemerintal setana ini tei;frbanyak melayani kelt-uasaan ketimbang raLyal. SeEua pihal
menyadari koodisi birokrasi negara yang demit<ian Iroo;r. VlflluiKenyataan Lni. yang harus dilakukan seorang presiden selaklpemimpn biroloat tak culup hanl a perbait anl retapi p;J;*
total. terhadap pemerintahan yang dipimpir.
Ada perbedaan yang terjadi di negara majq birokrasi di
negata maju. presiden mempunyai wewenang langsrmg memilih
orang yang disebuhya "hhgga riga tingkar... mulai menieri. dirien.
sampa{ drekrurnya. Yang bias dikendalikan langsung oleh presiden
4dalah menteri- Di barvatnya adalah birokrasi yaig 
-;-puk; ;";yang mengendalika-n sem uan) a . Karena iRrlah. ia be.pendapat a nrran
marn Drokrasl dr tndonesia saat ini perlu diubah alau di(injau ulane.
Konsekuensi Pemerintah
Pada.umumnya birokasi merniliki dua buah lingkaran.
Penarna. Iingkungan ekslernal atau lingkungan sosial polirik-tempardr mana birokrasi iru berada.. Kedua. lingkrrngan iDtemal aiaulingkungan yang berada di dalam birokasi itu ,"loai.i. puA" tJu,
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lingkamn tersebut terdapat stnrllur sosial yang terbentuk ka.ena
perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan politik y'ng terdapat
pada masing-masing lingkungan- Selama masa Orde Baru hampir
dapat dipastikan bahwa struktui sosial yang terbentuk di lingkungan
ekstemal birokrasi lebih terbuka lemungkinao bagi lahimya kelas
menengah yang independen, terutama mahasiswa dan kaum
intelektua, bila dibandingkan dengan struktur sosial yang terbentuk di
lingkungao intemal birckrasi. Pemerintah Orde Baru menempuh
segala cara mulai dad yang bersifat bujukar\ ajakarl birokratisasi,
tekalat! kontrol, sampai kepada paksaan agar mahasiswa dan kaum
intelektual menjadi jinak dan lumpuh daya kitisnya. Temyata
pemerintah Orde Baru tidak mampu mencalmi tujuannya kecuali
membatasi kegiatan-kegiatan malusiswa dan kaum intelektual.
Praktis lahimya kelas menengah yang indeperden di lingkungan
ekstemal bhokrasi tinggal menunggu wak:tu.
Sedangkan dari lingkungan intemal bircl@si kecil sekali
hampaa bagi lahimya kelas menengah yang independen karem
struktur sosial di lingl-ungan intemal birokasi dibentuk dan dibangun
atas dasar jaiinan hub\tngai paffon clienl (Jalinan hubungan antara
ka\a'ula dengan gusti, atau jalinan hubungan antara majikan dengan
kacung / jongos). Hal ini tidak berarti bahwa kondisi ekonomi di
liogkungan intemal birokasi tidak mengalami peningkatan- Di
tingkungan intemal birokasi, peningkatan kondisi ekonomi itu tidak
diiringi dengan tumbuhnya langgung jawab moral. Kesenjangan
ekonomi itu tidak diiringi dengan turnbulnya tanggungjawab moral.
Kesenjangan ekonomi dianggap sebagai beban yang dipikul oleh
seluruh rakyat Indonesia tarpa memperdulikan pada penderitaan
yang dialami oleh rakyat yang berada di lapisan bawah, mkyat yang
paling menaagg.rng dedta. Tegasnya, hambatan utama bagi lahimya
kelas menengah yang indep'enden di lingkrmgan intemal birokasi
bersumber pada tidak tumbuhnya kepekaan hati nurari hampii di
semua lapisan birokrat.
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Di dalar kaitannya dengan relormasi rolal dapat diperoleh
dua garEbaran yang konraklif. Di saru pihak. telah' berlangsung
relormasi toral di lingkungm ekstemil birolrasi y-g ?lu;
9erlangsung sampai sekarang ini. Di iain pihal<. di dalarnlingi.unean
rntemal birokrasi justr-u reformasi toral ridak muncul ,u.i..t-uli.
bahkan Jeformasi rotal jtu dipmdang sebagai sesuaru yarg asingdan
lneh .Silyli di lingkurqan intemal teilihat t"n-g_tirr*g -.u.ju.Sepeni, r;dak rerjadi__sesuaru perubahar lang besar: Li"gk'uo;;
rnremal birol<rasi sedikir pun tidak terusik dan tidal tergugJ sed-kir
pun unn* meayambul dan mengantisipasi gelomban[ plang dari
relormasr.rotal yang sedang melanda lingkungan eksremal tempat di
mana birokrasi berada
Jadi benarla-tr apa yang dikaralan dj dalam ceritera satiris)ang dihrlis oleh seorang sastran an pemncis lang menyatalanbahwa sebenarnya birokrasi itu sepeni keledai. dunguibebal. bodoh.
Dengan demikian birckmsi itu tidak perlah tersentri-r oleh reformasi
total, kaiera selama 30 tahun birokasi hanya dijadikan mekanisme
yang setedar menjalankan fungsi mengurusi iepentingan rumah
tangga dad pimpinan pemerintahan otoriter Soehaft;.
AJ<an tetapi analisa Weber mengenai birokrasi sebaeai
organisasi penyelenggara pelayanar publik sangar berbeda dengL
keryataan birokrasi yang ada saat ini. Di maaa birokrasi ying
l!"]rty.:l* pemerintah lebih nampak sebagai birotrasi ianilidak elekrildan efisien- boros dar bahkan ridak rasional lagi. dapai
dikatakan birokasi di Indonesia telah kehilangaa ruh birokiasi yang
dirancztllg Weber. I
Tidak adanya organisasi birokrasi yang efeltil efisien dan
rasional tidak hanya akaa melantarkan nasyarakat karena tidak
memperoleh pelayanan yang layak, tetapi juga merugikan Degara.Birokasi yang tidak efektif.dan efisien, balrkan ceiaenmg tldat
rasional relai menjadi sarang maling yang mengurus asset negara dan
memeras rakyat. Pantas kiranya jika disebut birokrasi cleptlomania,
karena organisasi yang meniliki wewenang rmtuk melayani publik
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ini ternyata menjadi sarang maling belaka. Tuduhan sebagai birolaasi
cleptomania bukailah mengada-ada. Hal ini dapat terlihat dari
mamknya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
yang dapat dikata telah meryatu raga dalam birokrasi kita. Pada
tahun 1999 saja menurut hasil 
.suwey Bank Duni4 Indonesia
menempati posisi ke-58 dari 59 negara asia dalam persoalan
kebocoran dana. Aninya dengan posisi semacam itu Indonesia
merupakan negara terkorup kedua dari negara-legara yang disurvei.
TRADISIONAL BI ROKRASI
Kuahya Kultu Tradisional Birokrasi Cleptomania
merupakan pelakanaan konsep birokrasi Weber yang gagal.
Birokrasi Weber ya[g mengutamakan efisiensi, efeldifitas dan
rasioMlitas dapat salin rupa meqjadi birokasi cleptomania yang
belsifat sebaliknya, karena di Indonesia birokasi disintesiskan
dengan kular tradisional. Weber menghendaki birckmsi sebagai
sebuah organisasi yang memiliki otoritas legal-rasional. Yakni
sebuah organisasi yang bediri di atas sebuah aturan yangjelas, iegas
dan sistematis antara apa yaig bersifat pribadi dengan apa yang
b€rsifat birokatis. Sehingga perasaan, emosi hubungan sosial
personal dan kepentingan pribadi tidak ikut bermain dalam olganisasi
birokrasi. Sedargkan birokrasi cleptomania menjadi tidak efektiq
efisien dan rasional karena belum benar-benar mampu membebaskan
dfti dari kultu? ftadisional. Sehiogga tidak terjadi pemisahan yang
jelas antara dunia pribadi dengan dunia birokasi, Perasaan, emosi,
ikatan keluarga dan kepentingan pribadi masih bermain di ranah
biro)<rasi. Tak rnengherankan jika kemudian praktek-pral'1ek K(N
mamk terjadi dalam lingkaran birokasi. Dan yang lebih parah lagi,
dengan bercokolnya kultur tradisional tadi birokasi yang seharusnya
melayani masyarakat justru memposisikan dirinya sebagai pihak
yang harus dilayatri oleh masyaJakat. Karena aparat birokrasi
menempatkandirinya sebagai pihak superior dan masyarakat sebagai
inferior Jika bangsa ini benar:benar hendak keluar dari lingkaran
setan KKN. maka reformasi birokrasi merupakan sebuah tuntutan
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yang tidak lagi ditawar-tawar. Karena fenomena cleptomania telah
menyafiuaga dalam 
-birokasi, organisasi sosiaf yang diteri
lv9renang unruk melayani kepenringan publiJ<. Birok;si idealbukaniai sualu out put )ang sifatnya serta_merta sepeni
membalikkan Lelapa-k tangan karena memburuhkan *akru aan piosespembelajaran. Yang penting. bagaimana agar proses pembelajarar
tersebut dapal memperbarui perilaku biroLasi ke depan sehinssa
menjadi lebih kreatif dan benar-benar berorienlasi puau t"pr.!in
pelanggan (masyarakat). Dalam konreks demitia", sr.r*ey teiuasanpelanggan. 
.pada _ gilirarnya dapat dijadikan rujukan o'bjettil
mengukur L ine rj a b iro kra si.
IDEALBIRdKRASI
Birokasi yang ideal adalah birokasi yang mampu
memelihara dan meningkatkan Linerja produ_lcif sehfui-gga aapar
memberikan pelayanan rerbaik bagi masyaralar. Langkalikod;er
dan utama yang dibutuhkan ;tu. menurutnya, adalab mendorons
semangat kerja di linglungan birokrasi dan menirgka*an kapasit-ai
aparatur birokrasi agar memiliki pengetahuan 
-uou]"-"opemerinrah ya:rg memadai serta memiliki p irlformance yang'andal.
Odentasi birokrasi masih cenderung diarahkan melayaaidirisendiri
dan atasan. Padahal, yang harus dikedepaakan yaitu kepenti[gan
masyarakrt sebagai klien sesuflgguhnya. Oleh karena itu- jiperluian
langkai n)ara menemparkan masyarakar sebagaiklien urami melalui
lrarsparansi.. mendorong panisipasi publik dalam perlrmusan. dan
implemenlasi kebijakan. Dgngan modo -Memberilan pelayananyang baik untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat
hendaknya nenj adi rujukan utarna,'.
PENUTTJP
_ _ 
Dalam keseharian saat ini birokrasi cenderung dipetsepsikan
dalam makna.yang kurang bagrs karena identik ae1tgarr p-seAw
yang berbelir-belir. fidak efisien, lambaq menghamba-t, mengisap,
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korup, dsb- Struktu dan orientasi birokrasi demikian merupakan
implikasi dari penerapaa prinsip-prinsip model birokrasi rasional.
Fonnat ideal birckrasi masa depan yang dihampkan yakni mampu
nengatasi persoalan-persoalan klasik birokrasi yang
mengernbaogkan pola hubungan antar jedang hierarki secara
longga4 tidak terkungkung pada prosedur adminishatif yang
- 
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